PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain
mengatur mengenai Pgjak Hotel, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1998
tentang Pgjak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang
Pajak Hotdl ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten
dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 101);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);



10.

11.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3987);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan K eputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pgjak Daerah;



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Dagerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Kulon
Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PAJAK HOTEL

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

1
2.



10.

11.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan bak yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/
Daerah/Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisas sosia politik atau organisasi
yang sgenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.

Pgak Daerah yang selanjutnya disebut Pgjak adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang
menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.

Pengusaha Hotel adadah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung
jawabnya.

Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Pgjak terutang, termasuk pemungut atau
pemotong Pajak.

Pagjak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pgjak.

Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pgak digunakan untuk
mel aporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak
dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewgjiban.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Surat Setoran Pgjak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pgjak menentukan besarnya jumlah pokok
pajak.

Surat Ketetapan Pgak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok paak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanks administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pagjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adaah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pgjak terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pagjak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pgjak.

Surat Tagihan Pgjak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
yang terdapat dadam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
digjukan oleh Wagjib Pajak.



21. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat
digukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBY EK PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan di Hotel yang diselenggarakan oleh Pengusaha Hotel

di Daerah wajib melakukan pembayaran Pajak dengan nama Pajak
Hotel.

Pasal 3

Obyek Pgjak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh
Hotel dengan pembayaran, meliputi sebagai berikut :

a

b.

fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
pelayanan penunjang sebagal kelengkapan fasilitas penginapan
atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan;
fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu
hotel, bukan untuk umum; dan
jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hotel.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a

penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang
dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;



d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum
di hotel; dan

e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subyek Pagak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Hotel.
(2) Wgjib Pgak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

BAB Il

DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pgjak Hotel adalah tarip pembayaran yang dikenakan
Subyek Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Tarip Pgak Hote sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari tarip
pembayaran yang dikenakan Subyek Pajak kepada Wajib Pgjak.

Pasal 8
Besarnya pokok Pagak Hotel  terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarip Pajak dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan
dasar pengenaan Pajak dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.



BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pgak Hotel dipungut di wilayah Daerah tempat usaha Hotel
berlokasi.

BABV

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

(1) Setiap masaPgjak, Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD diis dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wagjib Pgjak atau kuasanya.

(3) SPTPD disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya Masa Pgjak.

(4) Bentuk, is serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini
Bupati menetapkan Pgjak terutang dengan menerbitkan SKPD.



(2) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sgjak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per
seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

(3) Bentuk dan tata cara penerbitan SKPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CAR A PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Pgjak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.
(2) Pembayaran Pgjak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Bupati karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesal ahan hitung dan/atau kekeliruan;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak
benar; dan

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan Pgjak terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
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(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau
SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dimaksud ayat (1) Pasdl ini
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sgak tanggal diterima SKPD atau
SKPDKP atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jelas.

(3) Bupati harus memberikan Keputusan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sgjak surat permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima.

(4) Apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak
memberikan  keputusan, maka permohonan  pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

(1) Wajib Pgjak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas

suatu :
a SKPD;
b. SKPDKB,;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB; dan

e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan dimaksud ayat (1) Pasa ini  harus
disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sgak
tangga SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
diterima oleh Wagjib Pgak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan pada waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(3) Bupati harus memberikan Keputusan paling lambat 3 (tiga ) bulan
segjak tanggal surat permohonan keberatan dimaksud ayat (2) Pasal

ini diterima.
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(4) Apabilatelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan
keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
(5) Penggjuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

(1) Wajib Pgjak atau ahli warisnya atau seorang pengurus atau kuasa
hukumnya dapat menggjukan banding kepada Pengadilan Pgak
daam waktu 3 (tiga) bulan sgak diterimanya Keputusan
K eberatan.

(2) Pengguan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 17
Apabila penggjuan keberatan dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini
atau Banding dimaksud Pasa 16 Peraturan Daerah ini dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan untuk
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 18
(1) Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara yang
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pgjak.
(2) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir dalam memeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 19
(1) Wagjib Paak dapat mengagjukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Pgjak kepada Bupati secara tertulis dengan
menyebutkan :



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

12

a. hamadan alamat wgjib Pgjak;

b. masaPgak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan

d. aasanyangjelas.

Bupati harus memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling
lambat 12 (dua belas) bulan sgiak diterimanya surat permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dimaksud ayat (1)
Pasal ini.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lambat 1 (satu) bulan.

Apabila Wgjib Pgjak mempunya utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pagjak langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pgjak dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sgak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pgjak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pagjak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sgjak diterbitkannya SKPDLB,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kel ebihan Pajak.

Pasal 20

Apabila kelebihan pembayaran Pagjak diperhitungkan dengan utang
Pgak lainnya, dimaksud Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pgak kedaluwarsa setelah
melampaui  jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sgak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pgjak melakukan tindak
pidanadi bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pgak dimaksud ayat (1) Pasa ini
tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pgjak secara langsung
atau tidak langsung.

BAB XIlI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Wajib Pgjak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah Pajak terutang untuk Daerah.

(2) Wajib Pgjak yang dengan senggja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengis dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah Pgjak terutang untuk Daerah.
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BAB XIlI

KETENTUAN PENY IDIKAN

Pasal 23

(1) Pgjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat
kejadian;

menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

mel akukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terbukti cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melaui Penyidik pegabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dagerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1998
tentang Pgjak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998
Nomor 3 Seri A) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
padatanggal 4 September 2003.
BUPATI KULON PROGO,

Caplttd
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates
padatanggal 4 September 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

Dis.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon
Progo, demikian pula halnya dalam bidang kepariwisataan yaitu dengan tumbuh dan
berkembangnya usaha perhotelan beserta fasilitas yang ada didalamnya. Hal ini
merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk digali sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang antara lain mengatur mengenai Pajak Hotel, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pgak Hotel dan
Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Hotel.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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Pasal 25
Cukup jelas
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